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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kedudukan hukum atau Locus Standi berarti hak untuk melakukan 

tindakan atau didengarkan di forum tertentu. Subyek hukum disini sebagai 

pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan. Forum yang 

dimaksud ialah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 

merupakan salah satu hak pemegang saham. Kedudukan hukum bagi 

pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan adalah 

tetap memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham menurut 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Pemegang saham sebagai subyek hukum berhak menghadiri dan 

mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa 

kekayaan hasil likuidasi melihat dari Penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 70 huruf 

h dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa. Hak dan kewajiban tersebut diperoleh dengan diwakilkan 

oleh pengampunya menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan pengampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 454 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

B. Saran 
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Saran untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan 

gangguan kejiwaan atau gangguan mental, sebaiknya segera dilakukan 

pengobatan dengan baik supaya bisa sembuh. Jika dewasa baru mengalami 

gangguan jiwa maka dibantu untuk menentukan siapa yang akan jadi 

pengampunya melalui proses hukum  yang sah. Bagi Pemerintah Indonesia 

sebaiknya lebih memperhatikan orang dengan gangguan jiwa atau cacat 

mental. Banyak yang masih belum memperoleh haknya dengan baik. 

Lebih diperhatikan lagi supaya mereka mendapatkan hak-haknya sebagai 

manusia dengan kehidupan yang layak dan menghargai martabatnya 

sebagai manusia. Pengampu harus menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan sebaik-baiknya. Pengampu melakukan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan haknya. 
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